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WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR %7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGEL
NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEI:ANG
KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH '?IIE)AAN
KOTA MAGELANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAHAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fleksibilita
terhadap pengadaan barang dan/atau jasa pads
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umun
Daerah Tidar Kota Magelang telah ditetapkai
Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar
Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor
40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum
Daerah Tidar Kota Magelang sebagai Badan Layanan

Umum Daerah;
b. bahwa jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

Daerah Tidar Kota Magelang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu
dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 40
Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum
Daerah Tidar Kota Magelang sebagai Badan Layanan

Umum Daerah;



S

Meﬂgingat

ncang-Undang Nomor

Lingkungan Propinsi
pins1 J i
Jovdb awa Timur, Jawa Tengah dan

;I:S:rrllggagnd;ng Nomor 17 Tahun 2003 tentang

i a(-‘;;gara (Lembaran Negara Republik

e un 200?, Nomor 47, Tambahan
gara Republik Indonesia Nomor 4286);

g:iang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
: ; end.aharaan Negara (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undagg—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 9014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558’?)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5§,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 1

IPe;angkfat Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

e
g/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomar 199}

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
2016 Nomor 7. T ambahan Lembaran Daerah Kota
Magelang Nomar 55k .

F ituran Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
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J! Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah
!J Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 43);
|

f

19. Peraturan Walikota Magelang Nomor 7¢ Tahun 2016

tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By

¥ Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota

1 Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016
{ Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA

SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 40) sebagaimana
f ‘elah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2011
!’ ;%%t;.ng Perubahan Atas Peratflran Walikota Magelang N(:jn;zr Z]Su:at;nusllj
/ R tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. .
U‘-Hnah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagai Badan Layan

g m}lm Daerah Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 11) diubah
ehmgga berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 53

pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

~

a.

pengadaan  barang/jasa  dengan nilai  sampai  dengan

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat dilakukan dengan

Metode Pengadaan Langsung.

Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. Rp 1.000.000.000,

(satu milyar rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (limée

milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1) Metode Pelelangan Sederhana untuk pengadaan barang /jasa;

2) Metode Pemilihan Langsung untuk pengadaan pekerjaal
konstruksi;

3) Metode Seleksi Sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.

Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,

(lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode sebage

berikut:

1) Metode Pelelangan Umum/ Seleksi Umum untuk pengadaa
barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya;

2) Metode Seleksi Umum untuk pengadaan jasa konsultansi.

Pasal 1I

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangz

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daer?
Kota- Magelang.
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